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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Pengambilan keputusan (decision making) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya 

mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (data 

analysis) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan 

terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. 

Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen 

ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi 

majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi 

sistem manajemen kinerja (performance management system) organisasi. Keberhasilan 

knowledge management di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan 

informasi yang handal (reliable), relevan (relevance) dan lengkap (completness). 

Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai- nilai 

yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Sehingga, jika budayanya solid, 

manifestasinya bisa terlihat dari perilaku, dan jika perilakunya telah sesuai dengan nilai 

organisasi, maka secara tidak langsung kinerjanya juga akan meningkat. 

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi 

hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu 

organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka 

semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi. 

Agar data pencapaian kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat diukur dan 

disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu 

petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja. 

1.2. Dasar Hukum 

a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89

Tahun 2021 tentang Penjenjangan;



1.3. Tujuan 

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 

dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, secara umum 

bertujuan untuk: 

a) Mengumpulkan data realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator

Kinerja (IK) yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

b) Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja

(Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK)).

c) Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) dan Indikator Kinerja (IK), serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja

pada tahap selanjutnya.

1.4. Sasaran 

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme 

Pengumpulan Data Kinerja ini adalah: 

a) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta

anggaran Perangkat Daerah di semua jenjang pelaksanaan.

b) Terukurnya output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

c) Meningkatnya kooordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan sub

kegiatan serta anggaran.

1.5. Ruang lingkup 

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Tarakan memuat ketentuan mengenai: 

a) Data Kinerja IKU dan IKK yang dikumpulkan;

b) Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi

kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja;

c) Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.



1.5 Pengertian dan Istilah 

a) Pemantauan (Monitoring) adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan 

apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan 

yang dilaksanakan telah menghasilkan output, outcome, benefit dan impact yang diharapkan; 

b) Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan 

menggunakan indicator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan 

c) secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat 

kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai; 

d) Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan 

subkegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai. 

e) lndikator Kinerja Utama (IKU)/ Key Performance Indicators (KPIs) adalah ukuran 

keberhasilan suatu tujuan, sasaran strategis suatu organisasi. 

f) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari 

kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan atau target kinerja yang akan dicapai. 

g) Pengukuran Kinerja adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan 

kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan 

dengan realisasi kinerja. 

h) Pelaporan data kinerja adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian 

kinerja dari pelaksanaan program kegiatan dan atau sub kegiatan dan tingkat 

keberhasilannya suatu pembangunan. 



BAB II 

JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN 
 
 

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK). IKU menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran strategis/sasaran 

penunjang, program Perangkat Daerah, sedangkan IKK menggambarkan capaian kinerja, 

kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. 

 
2.1. Data Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator keberhasilan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Tarakan meliputi : 

 
Tujuan/Sasaran/Program Indikator Kinerja 

Tujuan: 1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan 
Kualitas Keluarga 

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 
2. Predikat Kota Layak Anak 
3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 

Sasaran: 1. Meningkatkan kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan  
 

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan 

1. Persentase Anggaran Responsif Gender 
(ARG) 

Program Peningkatan Kualitas Keluarga 1. Persentase PUSPAGA yang Aktif 

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki 
data gender 

Sasaran: 2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan, 
anak dan pemberdayaan keluarga 

1. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan 
(KtP) 

2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak 
(KtA) 

Program Perlindungan Perempuan 1. Persentase Perempuan Korban Kekerasan 
dan TPPO yang Mendapatkan Layanan 
Komprehensif 

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 1. Skor Penilaian Mandiri Evaluasi KLA 
Program Perlindungan Khusus Anak 1. Persentase Anak Memerlukan 

Perlindungan Khusus yang Mendapatkan 
Layanan Komprehensif 

Sasaran: 3.  Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga  
 

1. Angka kelahiran total (Total Fertility 
Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 
(Rata-rata Anak per Wanita) 

 2. Angka Prevalensi Kontrasepsi 
Modern/Modern Contraceptive (mCPR) 

Program Pengendalian Penduduk 1. Persentase keluarga yang terdata 



 

2. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun 
(Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 
(Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) 

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1. Persentase masyarakat terpapar program 
Bangga Kencana 

 

2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak 
terpenuhi (unmet need) 

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga 
Sejahtera (KS) 

1. Persentase Kader ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga yang dibina 

Sasaran 4: Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana 

1. Nilai SAKIP 

 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

1. Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti 

 2. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 

 
2.2. Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat 

Daerah yaitu dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja). Data IKK yang menjadi indikator 

keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan meliputi : 

 
Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja 

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah lembaga pemerintah tingkat 
daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG 

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG 
termasuk PPRG 

Jumlah SDM yang memperoleh advokasi 
Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan 
PUG 

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah lembaga yang dibina 

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepadaLembaga 
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 
Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan 
Pendampingan 

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, 
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap 
Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program 
dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap 
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 
Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan 
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah kasus yang mendapat pelayanan 
(data simponi) 

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi 
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 
Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan 
Pengaduan 



Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan 
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan 
yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi 
bagi Perempuan Korban Kekerasan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 
Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan yang didampingi 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia 
Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga 
Penyedia Layanan Penanganan bagi 
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 
Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan 
Kapasitas 

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan 
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah media KIE yang memuat informasi 
kesetaraan gender dan hak anak yang 
terdistribusi 

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan 
Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 
Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan 
Anak bagi Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota yang Tersedia 

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan 
Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan 
Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan 
Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam 
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah 
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah organisasi yang dikuatkan dan 
dikembangkan 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang 
mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam 
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah 
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah layanan Komprehensif bagi 
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan 
Perlindungan Anak 

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi 
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak 
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga 
dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) 
dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya 
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang 
Tersedia 

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian 
Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen responsif gender 

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam 
Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan 
Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan 
Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk 

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak 
Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media 
dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non 
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang 
Mendapat Advokasi Kebijakan dan 
Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada 
Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, 
Media dan Dunia Usaha 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak 
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak 
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang 
aktif 

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan 
Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi 
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 



Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring 
Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang 
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan pencegahan kekeran 
terhadap anak 

Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam 
pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan 
KTA 

Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan 
Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan 
/program/ kegiatan pencegahan KTA 

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah kasus anak 

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak 
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 
pengaduan 

Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 
Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi 
anak yeng memerlukan perlindungan yang 
mendapatkan pendampingan 

Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan 
perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah 
kabupaten 

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas 
SDM lembaga penyedia layanan perlindungan 
dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah 
kabupaten 

Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK 
tingkat daerah kabupaten/kota 

Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan 
Kebutuhan Khusus (anak berkasus, anak 
mengalami bencana) 

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen data keluarga 

Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan 
Data Kependudukan 

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang 
Tersedianya (GDPK) 

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan 
Data Keluarga 

Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan 
dan Pelayanan KB 

Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan 
Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan 
KB 

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai 
Kearifan Budaya Lokal 

Jumlah Layanan advokasi dan KIE 
Pengendalian Penduduk dan KB 

Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program 
KKBPK 

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan 
Bangga Kencana 

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 
Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan 
Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga 
Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), 
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya 
(Minilok) 

Jumlah Laporan Mekanisme Operasional 
Program Bangga Kencana (Pembangunan 
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) Melalui Rapat Koordinasi 
Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa 
(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 

Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media 
Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program 
Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 
Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik 
serta Media Luar Ruang 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga 
Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 

Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya 
Lokal 



Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja 
advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja 

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan 
Advokasi Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan 
Mitra Kerja 

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas 
Lapangan KB (PKB/PLKB) 

Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas 
lapangan KB yang aktif 

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan 
Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat 
dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan 
KB di Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah pelayanan KB 

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi 
dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 

Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian 
Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana 
Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 
Kesehatan Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya 

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang (MKJP) 

Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan 
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP) 

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana danKesehatan 
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan 
Jejaringnya 

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan 
Keluarga Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan Jejaringnya 

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta 
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 
Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

Jumlah stakeholder atau pemangku 
kepentingan atau mitra kerja yg berperan 
scr aktif dlm pengelolan program KKBPK 

Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi 
Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di 
Kampung Keluarga Berkualitas 

Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang 
mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan 
Program Bangga Kencana (Pembangunan 
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) 

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

Jumlah kegiatan 

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor 
(UPPKA)) 

Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi 
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 
PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan 
danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- 
Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Akseptor(UPPKA) 

Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan 
Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Akseptor(UPPKA) 

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader 
Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 
PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan 
KeluargaAkseptor (UPPKA) 

Jumlah kader yang mengikuti 
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 

Pembentukan Kelompok Ketahanan dan 
KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina 
KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling 
Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha 
PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 
danPemberdayaan Ekonomi Keluarga) 

Jumlah Kelompok Ketahanan dan 
KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita 
(BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat 
Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina 
Keluarga Lansia (BKL), Usaha 
PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor 
(UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga) 
yang dibentuk 

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

Jumlah kegiatan 



Pemantauan Data dan Informasi Keluarga 
BerisikoStunting (Termasuk remaja Calon 
Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 

Cakupan Pemantauan Data dan Informasi 
Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja 
Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, Baduta/Balita) 

Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting 
(Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, 
Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 

Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk 
remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu 
Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 
yang mendapat pendampingan 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran dan evaluasi kinerja yang 
tersusun tepat waktu 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 
Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah layanan Administrasi Keuangan 
yang diselesaikan tepat waktu 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum yang 
terlaksana 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah aset/BMD yang diadakan 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah layanan jasa penunjang yang 
tersedia 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah aset/BMD yang dipelihara 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 



BAB III 

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA 
 
 

Pengumpulan data capaian kinerja menggunakan metode bottom up. Data diperoleh dari 

unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian 

ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan 

dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan 

secara berkala (bulanan dan triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik 

berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. 

 
3.1. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama 

Hasil pengukuran dan evaluasi IKU dan indikator penting lainnya (sasaran penunjang, 

program), mengikuti ketentuannya sebagai berikut : 

(1)  Pengukuran IKU dilakukan maksimal 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan 

hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi Setda dan 

BappedaLitbang. 

(2) Pengukuran IKU dilakukan oleh Tim yang dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. 

(3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan membentuk Tim Pengumpulan Data IKU 

(lintas bidang) untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran dan 

pelaporan kinerja dalam rangka Pengumpulan Data IKU, dan dibuat dalam bentuk soft- 

copy 

(4) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebagai koordinator dan bertanggung 

jawab di tingkat Perangkat Daerah. 

 
3.2 . Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan 

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai 

berikut : 

(1) Setiap Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional yang setara melaporkan hasil kinerja 

kegiatan/Sub Kegiatannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 

melalui Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta 



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang dilakukan secara 

berkala setiap bulan atau triwulan. 

(2) Rekapitulasi laporan kinerja kegiatan berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi 

oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Walikota melalui BappedaLitbang (monev 

triwulan). 

(3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat membentuk tim kerja untuk 

membantu kelancaran pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan dan mekanisme kerja 

sebagai acuan. 

 
3.3 Koreksi Data Indikator Kinerja 

Berdasarkan sifatnya data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sementara 

(*) dan data akhir, sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi. Kondisi ini 

memungkinkan untuk dilakukan koreksi untuk perbaikan data kinerja. 



BAB IV 

ANALISIS CAPAIAN KINERJA 
 
 

 
Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi IKU dan IKK untuk menilai 

sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam 

melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang 

berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang 

berkaitan dengan pencapaian kinerja. 

 
Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian 

hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan 

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi 

kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 

mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja, dan 

dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan. 

 
Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui: 

(1) Pembandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya. 

(2) Analisis-analisis terhadap terjadinya: 

a. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan 

b. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan 

tersebut. 

 
Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja dilakukan 

sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu: 

(1) Evaluasi Kinerja Kegiatan. 

Pada tahapan ini analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran prosentase fisik 

pencapaian indikator kinerja kegiatan (kegiatan dan sub kegiatan). 

(2) Evaluasi Kinerja Utama 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya menjadi kunci 

keberhasilan pencapaian kinerja utama dan kinerja lainnya (tujuan/sasaran strategis, sasaran 

penunjang dan program) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan didasarkan pada 



evaluasi kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi kinerja utama dan kinerja lainnya. Hal ini untuk 

menjelaskan sejauh mana target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal- 

hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah 

ditetapkan. Penjelasan kinerja kegiatan dapat dilakukan secara parsial maupun dianalisis antar 

kegiatan yang berkaitan sehingga dapat dijelaskan bagaimana kontribusi setiap kegiatan 

terhadap pencapaian kinerja utama. 

 
 
 
 
 

Tarakan, Januari 2025 
Kepala DP3APPKB Kota Tarakan 

 

Hasman Parigi, S.E, M.M 
Pembina Tingkat I/IVb 
NIP. 19720822 2010011 001 



BAB V 

PENUTUP 

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini merupakan acuan yang 

harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan 

capaian kinerja Outcome dan Output sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan pengukuran 

Outcome dan Output sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. 

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data kinerja juga berfungsi sebagai 

rangkaian / proses penyampaian laporan kinerja berkala dalam rangkaian 

pertanggungjawaban kepada Walikota Tarakan. Semua ini memerlukan dukungan dan 

peran aktif seluruh pihak di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. 

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data capaian kinerja ini disusun selaras 

dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini. 

Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Tarakan, Petunjuk Pelaksanaan ini tentu masih memerlukan 

penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan 

positif bagi penyempurnaan Juklak ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan data kinerja 

sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi. 
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